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MENU PAJAK

PENGERTIAN

SYARAT PEMUNGUT KELOMPOK PAJAK HAK DAN KEWAJIBAN

UNSUR FUNGSI
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WARGA NEGARA

KAS NEGARA

SOSIAL
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PENGERTIAN PAJAK

 Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara
berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)
dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi)
yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan
untuk membayar pengeluaran umum.

 Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat
kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran
rutin dan “surplusnya” digunakan untuk “public saving”
yang merupakan sumber utama untuk membiayai
“public investment”.
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UNSUR-UNSUR PAJAK

1. Iuran dari rakyat kepada negara

2. Berdasarkan undang-undang

3. Tanpa jasa timbal yang secara langsung dapat

ditunjuk

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga

negara

S O L O  B U S I N E S S  S C H O O L _ S T I E S  2 0 1 1



Your Logo

FUNGSI PAJAK

1. FUNGSI BUDGETAIR--Pajak sebagai sumber
dana bagi pemerintah untuk membiayai
pengeluaran-pengeluarannya.

2. FUNGSI REGULEREND--Pajak berfungsi
sebagai alat untuk mengatur atau
melaksanakan kebijakan pemerintah dalam
bidang sosial dan ekonomi.
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SYARAT-SYARAT 
PEMUNGUTAN PAJAK

Syarat keadilan

Syarat yuridis

Syarat ekonomis

Syarat finansial

Sistem pemungutan harus sederhana
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TEORI PEMUNGUTAN PAJAK

1. TEORI ASURANSI

2. TEORI KEPENTINGAN

3. TEORI DAYA PIKUL

4. TEORI BAKTI

5. TEORI ASAS DAYA BELI
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PENGELOMPOKAN PAJAK

1. Menurut golongannya:

a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan
tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contoh PPh.

b.Pajak Tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau
dilimpahkan kepada orang lain, contoh PPn

2. Menurut Sifatnya:

a. Pajak Subyektif, adalah pajak yang berpangkal pada subyeknya, yaitu dengan
memperhatikan keadaan diri wajib pajak

b.Pajak obyektif, adalah pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa
memperhatikan keadaan diri wajib pajak

3. Menurut lembaga yang memungutnya:

a.Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pempus dan digunakan untuk
membiayai rumah tangga negara, contoh PPh, PPn, PPn-BM, PBB, Bea materai

b.Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan
untuk membiayai rumah tangga daerah contoh PKB, BBNKB, Pajak Hotel dan
Restoran, Pajak Penerangan Jalan dll
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KEDUDUKAN HUKUM PAJAK

1. Hukum perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan

individu lainnya

2. Hukum publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan

rakyatnya. Rinciannya:

a. Hukum tata negara

b. hukum tata usaha negara (hk admtif)

c. hukum pajak

d. hukum pidana
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Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak
Formil

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiscus) selaku
pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak.

 Hukum pajak materiil, memuat norma2 yang menerangkan al keadaan, 
perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yg
dikebakan pajak (subjek pajak), berapa besar tarif, timbul dan
nhapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan
WP. Contoh: UU PPh

 Hukum Pajak formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum
materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). 
Hukum ini memuat:

a. tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak

b. hak-hak fiskus

c. kewajiban WP

S O L O  B U S I N E S S  S C H O O L _ S T I E S  2 0 1 1



Your Logo

Hukum Pajak

MATERIIL FORMIL

Mengatur materinya:

• Subjek

• Objek

• Tarif

Contoh:

•UU No 17 Th 2000 (PPh)

•UU No 18 Th 2000 (PPN)

•UU No 12 Th 1994 (PBB)

•UU No 20 Th 2000 (BPHTB)

•UU No 13 Th 1985 (Bea Meterai)

Mengatur acaranya:

•Cara mendata

•Cara menetapkan

•Cara membayar

•Cara melapor, dll

Contoh:

•UU No 16 Th 2000 (KUP)

•UU No 19 Th 1997 

(Penagihan pajak)

Megatur Kewajiban dan Hak 

WAJIB PAJAK
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Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

✓ Kewajiban

 Mendaftar

 Potong/pungut

 Setor

 Lapor

 Pembukuan

13

➢ Hak

– Mencabut pendaftaran

– Menunda penyampaian SPT

– Membetulkan SPT

– Menunda penyetoran

– Pengajuan keberatan dan banding
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STELSEL PAJAK

1) Stelsel nyata – pengenaan pajak berdasarkan penghasilan yang

sebenarnya diterima sehingga pemungutannya baru dapat

dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan

sesungguhnya diketahui.

2) Stelsel anggapan – pengenaan pajak didasarkan pada suatu

anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya:

penghasilan suatu tahun dianggap sama dengantahun

sebelumnya, sehingga pada awal tahun sudah dapat ditentukan

besarnya pajak terutang untuk tahun berjalan

3) Stelsel campuran – awal tahun dihitung berdasar anggapan ,

akhir tahun disesuaikan dengan penghasilan sesungguhnya

diterima. Apabila kurang, WP harus menambah atau apabila lebih

dikembalikan.
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ASAS PEMUNGUTAN PAJAK

1. ASAS DOMISILI—negara berhak mengenakan pajak

atas seluruh penghasilan WP yang bertempat tinggal

dlm wilayahnya, baik yang berasal dari dalam maupun

luar negeri. Asas ini berlakubagi WP dalam negeri.

2. ASAS SUMBER —negara berhak mengenakan pajak

terhadap penghasilan yang bersumber dari

wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal WP.

3. ASAS KEBANGSAAN– pengenaan pajak didasarkan

pada kebangsaan atau kewarganegaraan seseorang.
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SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

1. OFFICIAL ASSESSMENT SYSTEM – adalah suatu

sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada

pemerintah (fiscus) untuk menentukan besarnya pajak

yang terutang oleh WP

2. SELF ASSESSMENT SYSTEM – adalah suatu sistem

pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada WP

untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. WITH HOLDING SYSTEM – adalah sistem pemungutan

pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga

(bukan fiscus dan bukan WP) untuk menentukan

besarnya pajak yang terutang oleh WP.
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Timbul dan Hapusnya Utang Pajak
Ada dua ajaran timbulnya utang pajak:

1. Ajaran formil, utang pajak timbul karena dikeluarkannya Surat Ketetapan

Pajak (SKP) oleh Fiskus. Ajaran ini diterapkan pada official Assessment

System

2. Ajaran materil, utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang.

Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan atau perbuatan. Ajaran

ini diterapkan pada self assessment system

Hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal:

1. Pembayaran

2. Kompensasi

3. Kadaluwarsa

4. Pembebasan dan penghapusan
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HAMBATAN-HAMBATAN PEMUNGUTAN PAJAK

1. PERLAWANAN PASIF --- sistem pemungutan pajak yang sulit

dipahami masyarakat, krisis ekonomi.

2. PERLAWANAN AKTIF --- WP sengaja menghindari pajak.

a.Tax Avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak

melanggar UU

b.Tax Evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara

melanggar UU
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JENIS TARIF PAJAK

Tarif Proporsional, tarif berupa persentase yang tetap terhadap

berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak

yang terutang sebanding dengan besarnya nilai yang dikenai

pajak

Tarif Tetap, tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun

jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang

terutang tetap

Tarif Progresif, persentase yang digunakan semakin besar

sesuai dengan jumlah yang dikenai pajak

Tarif Degresif, persentase tarif yang digunakan semakin kecil

sesuai dengan bertambahnya jumlah yang dikenai pajak
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MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK 

1. MEMBAYAR 
SENDIRI PAJAK 

TERUTANG
PPh Pasal 29

PPh Pasal 25 (LS)

2. MELALUI 
PEMOTONGAN 

ATAU 
PEMUNGUTAN 

PIHAK LAIN

PPh Psl. 4 ayat 

(2), Psl 15, Psl 

21, 22, 23 

serta PPh 

Pasal 26
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MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK 

3. PEMUNGUTAN 
OLEH PIHAK 

PENJUAL 
PAJAK 

PERTAMBAHAN 

NILAI

4. PEMBAYARAN 
PAJAK PAJAK 

LAINNYA
PBB , BPHTB, 

BEA METERAI 
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MEKANISME PELAPORAN PAJAK 

SURAT

PEMBERITAHUAN 
(SPT)

SPT TAHUNAN

SPT MASA

Sarana bagi Wajib Pajak 

dalam melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan 

penghitungan jumlah pajak 

yang sebenarnya terutang

INGAT BATAS WAKTU 
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PAJAK PENGHASILAN UMUM

Dasar Hukum: UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang

terakhir diubah oleh UU No. 36 tahun 2008

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pajak atas

penghasilan (laba) yang diterima atau diperoleh orang pribadi maupun

badan
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SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK PENGHASILAN

1. a. Orang Pribadi

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan 

menggantikan yang berhak

2. Badan

3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
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OBJEK PPh

Objek PPH adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal

dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk

konsumsi atau menambah kekayaan WP ybs, dengan nama dan bentuk

apapun
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Termasuk dalam pengertian penghasilan adalah:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau
diperoleh (Gaji,Upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dlm
bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain oleh UU)

2. Hadiah dan penghargaan

3. Laba usaha

4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta (hibah, bantuan atau sumbangan)

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya

6. Bunga

7. Deviden

8. Royalti

9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala

11. Keuntungan karena pembebasan utang

12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing

13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva

14. Premi asuransi

15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang
menjalankan usaha atau pekerjaan bebas

16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
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DASAR PENGENAAN PAJAK

 Penghasilan Kena Pajak (WP badan) = Penghasilan Netto

 Penghasilan Kena Pajak (WP Orang Pribadi) = Penghasilan Netto - PTKP
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PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) 2016

Besarnya PTKP setahun yang berlaku saat ini adalah:

1. Rp 54.000.000,00  untuk diri WP orang pribadi

2. Rp 4.500.000,00  tambahan untuk WP yang kawin

3. Rp 54.000.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya

digabung dengan penghasilan suami, dengan syarat:

- Penghasilan istri tidak semata-mata diterima atau diperoleh dari satu

pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan dalam

UU PPh pasal 21, dan

- Pekerjaan istri tidak asda hubungannya dengan usaha atau pekerjaan

bebas suami atau anggota keluarga lain

4. Rp 4.500.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan

keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat serta anak

angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya (maksimal 3 orang)
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PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) 2016 / 2017)
Gambaran perhitungan PTKP:

1.  Wajib Pajak Tidak Kawin

2.  Wajib Pajak Kawin
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Uraian Status PTKP

WP TK0 54.000.000

Tanggungan 1 TK1 58.500.000

Tanggungan 2 TK2 63.000.000

Tanggungan 3 TK3 67.500.000

Uraian Status PTKP

WP kawin K0 58.500.000

Tanggapin 1 K1 63.000.000

Tanggapan 2 K2 67.500.000

Tanggapan 3 K3 72.000.000
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PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) 2016 / 2017
Gambaran perhitungan PTKP:

3. Wajib Pajak Kawin,penghasilan istri dan suami digabunng

Catatan:

Tunjangan PTKP untuk anak atau tanggungan maksimal 3 orang

TK : Tidak Kawin

K : Kawin

K/I : Kawin dan penghasilan pasangan digabung
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Uraian Status PTKP

WP kawin K/I/0 112.500.000

Tanggapin 1 K/I/1 117.000.000

Tanggapan 2 K/I/2 121.500.000

Tanggapan 3 K/I/3 126.000.000



Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp. 50.000.000,- 5% 

Diatas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 

250.000.000,- 

15% 

Diatas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 

500.000.000,- 

25% 

Diatas Rp. 500.000.000,- 30% 

  

Tarif Deviden 10% 

Tidak memiliki NPWP (Untuk PPh Pasal 21) 20% lebih tinggi 

dari yang 

seharusnya 

Tidak mempunyai NPWP untuk yang dipungut 

/potong(Untuk PPh Pasal 23) 

100% lebih tinggi 

dari yang 

seharusnya 

Pembayaran Fiskal untuk yang punya NPWP Gratis 
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Tahun Tarif Pajak 

2009 28% 

2010 dan selanjutnya 25% 

PT yang 40% sahamnya diperdagangkan di bursa 

efek 

5% lebih rendah 

dari yang 

seharusnya 

Peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000 Pengurangan 50% 

dari yang 

seharusnya 
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CARA MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN (PPh):

Pajak Penghasilan (Wajib Pajak badan):

= Penghasilan Kena Pajak x tarif pasal 17

= Penghasilan netto x tarif pasal 17

= (Penghasilan bruto – biaya yang diperkenankan UU PPh) x tarif

pasal 17

Pajak Penghasilan (WP orang pribadi):

= Penghasilan Kena Pajak x tarif pasal 17

= (Penghasilan netto – PTKP) x tarif pasal 17

= [ (Penghasilan bruto – biaya yang diperkenankan UU PPh) –

PTKP ] x tarif pasal 17
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CONTOH PENGHITUNGAN:

PT Kolor Ijo, sepanjang tahun 2003 mempunyai penghasilan kena pajak sebesar

Rp154.168.900,00. besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar atau terutang Oleh

PT Kolor Ijo adalah:

PKP                                            Rp154.168.000,00

PPh yang harus dibayar:

10% x Rp50 Juta Rp 5.000.000,00

15% x Rp50 juta Rp 7.000.000,00

30% x Rp54.168.000,00            Rp 16.250.000,00

Jumlah Rp 28.750.000,00

Gunawan pada tahun 2003 mempunyai PKP sebesar Rp54.168.975,00. Besarnya PPh

yang harus dibayar atau terutang oleh Gunawan adalah:

PKP                                             Rp54.168.000,00

PPh yang harus dibayar:

5% x Rp25 Juta Rp1.250.000,00

10% x Rp25 Juta Rp2.500.000,00

15% x Rp4.168.000,00                Rp 625.200,00

Jumlah Rp4.375.200,00
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Perhitungan pph 

pasal 21 

masa pajak 2017

DYAH CAHYASARI, SE, MM.
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KASUS 1
DATA PERUSAHAAN

Nama Perusahaan : Perdana Transport

NPWP     : 00.000.000.0.000.000

Alamat     : Jl. Kaliurang Km. 5 No. 49 
Yogyakarta

          55281

Emal      : 
perdana@yahoo.com

Jenis usaha   : Jasa transportasi

mailto:perdana@yahoo.com
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Data pegwai

NAMA ALAMAT NPWP JABATAN STATUS GAJI PER 

BULAN

TUNJANGA

N PER BLAN

Ananada Jl. Patimura 

12 

Yogyakarta

00.000.000.0.000.0

01

Manajer Menikah, 

tanggung

an anak 1

7.000.000 5.000.000

Monalisa Jl. 

Pandansari 

100 

Yogyakarta

00.000.000.0.000.0

02

Wakil 

Manajer

Menikah, 

tanggung

an 2 

mertua

6.000.000 4.000.000

Riskawan Jl. Sultan 

Agung 25 

Yogyakarta

00.000.000.0.000.0

03

Pelaksana 

Pemasaran

Menikah 5.000.000 2.500.000

Yogananta Jl. Cendana 

CT II / 5 

Yogyakarta

00.000.000.0.000.0

04

Pelaksana 

Umum

Single, 

tanggung

an 1 

orang tua

4.000.000 2.500.000

Efendi Jl. Gelatik UH 

III / 20 

Yogyakarta

00.000.000.0.000.0

05

Pelaksana 

Umum

Single 4.000.000 2.000.000
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Diketahui:

 Pegawai perempuan dengan status menikah dan suami 
berpenghasilan

 Premi asuransi 2% dari gaji

 Biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto

 Iuran pension 2,5% gaji pokok

DITANYA

Hitung PPh pasal 21 yang harus dipotong dan disetor pada masa 
pajak Januari 2017!
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BULAN
PENGHASILAN 

BRUTO 

50% X 
PENGHASILAN 

BRUTO 

PKP 
KOMULATIF 

TARIF 
TARIF 
NON 

NPWP 
PKP PPH 

Januari 45.000.000 22.500.000 22.500.000 5% 120% 22.500.000 1.350.000 

Februari 45.000.000 22.500.000 45.000.000 5% 120% 22.500.000 1.350.000 

Maret 50.000.000 25.000.000 70.000.000 5% 120% 5.000.000 300.000 

15% 120% 20.000.000 3.600.000 
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RUMUS EXCEL

A B C D E F G H

1 BULAN PENGHASILA
N BRUTO 

50% X 
PENGHASILAN 

BRUTO 

PKP 
KOMULATIF 

TARIF 
TARIF NON 

NPWP 
PKP PPH 

2 Januari 45.000.000 22.500.000 22.500.000 5% 120% 22.500.000 1.350.000 

3 Februari 45.000.000 22.500.000 45.000.000 5% 120% 22.500.000 1.350.000 

4 Maret 50.000.000 25.000.000 70.000.000 5% 120% 5.000.000 300.000 

5 15% 120% 20.000.000 3.600.000 

6

=50%*B

2
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RUMUS EXCEL

A B C D E F G H

1 BULAN PENGHASILA
N BRUTO 

50% X 
PENGHASILAN 

BRUTO 

PKP 
KOMULATIF 

TARIF 
TARIF NON 

NPWP 
PKP PPH 

2 Januari 45.000.000 22.500.000 22.500.000 5% 120% 22.500.000 1.350.000 

3 Februari 45.000.000 22.500.000 45.000.000 5% 120% 22.500.000 1.350.000 

4 Maret 50.000.000 25.000.000 70.000.000 5% 120% 5.000.000 300.000 

5 15% 120% 20.000.000 3.600.000 

6

=C2

=SUM(C2:C

3)

=SUM(C2:C

4)
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RUMUS EXCEL

A B C D E F G H

1 BULAN PENGHASILA
N BRUTO 

50% X 
PENGHASILAN 

BRUTO 

PKP 
KOMULATIF 

TARIF 
TARIF NON 

NPWP 
PKP PPH 

2 Januari 45.000.000 22.500.000 22.500.000 5% 120% 22.500.000 1.350.000 

3 Februari 45.000.000 22.500.000 45.000.000 5% 120% 22.500.000 1.350.000 

4 Maret 50.000.000 25.000.000 70.000.000 5% 120% 5.000.000 300.000 

5 15% 120% 20.000.000 3.600.000 

6

S / D 50 JT         = 5%

50 JT – 250 JT     = 

15%

250 JT – 500 JT  = 25%

> 500 JT                = 

30%
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RUMUS EXCEL

A B C D E F G H

1 BULAN PENGHASILA
N BRUTO 

50% X 
PENGHASILAN 

BRUTO 

PKP 
KOMULATIF 

TARIF 
TARIF NON 

NPWP 
PKP PPH 

2 Januari 45.000.000 22.500.000 22.500.000 5% 120% 22.500.000 1.350.000 

3 Februari 45.000.000 22.500.000 45.000.000 5% 120% 22.500.000 1.350.000 

4 Maret 50.000.000 25.000.000 70.000.000 5% 120% 5.000.000 300.000 

5 15% 120% 20.000.000 3.600.000 

6

Tambahan tarif 

karena htidak dapat 

menunjukkan 

NPWP

(tarif flat)
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RUMUS EXCEL

A B C D E F G H

1 BULAN PENGHASILA
N BRUTO 

50% X 
PENGHASILAN 

BRUTO 

PKP 
KOMULATIF 

TARIF 
TARIF NON 

NPWP 
PKP PPH 

2 Januari 45.000.000 22.500.000 22.500.000 5% 120% 22.500.000 1.350.000 

3 Februari 45.000.000 22.500.000 45.000.000 5% 120% 22.500.000 1.350.000 

4 Maret 50.000.000 25.000.000 70.000.000 5% 120% 5.000.000 300.000 

5 15% 120% 20.000.000 3.600.000 

6

=C2

=C3
=50 JT –

D3

=D4 – 50 

JT
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KASUS 2

Berdasarkan contoh diatas, lanjutkan perhitungan sampai 
dengan bulan Desember

Kirim jawaban kasus 1 dan 2 ke alamat email:

dyahcahyasari@gmail.com

(deadline jum’at jam 20.00)

Kerjakan sendiri..No copas pasti ketahuan!

mailto:dyahcahyasari@gmail.com


Ihr Logo

Perhitungan pph pasal 21 

hitungan 5A

DYAH CAHYASARI, SE, MM.
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KASUS 1

Neneng adalah petugas dinas luar asuransi PT. Tabaru 

life (bukan pegawai perusahaan asuransi). Suami neneng 

telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan mmpunyai 

NPWP, yang berkerja di PT. Khasanah. Neneng telah 

menyampaikan fotokopi NPWP, surat nikah dan KK 

kepada pemotong pajak. Neneng hanya menerima 

penghasilan dari kegiatannya sebagai petugas dinas luar 

asuransi, dan telah menyampaikan surat pernyataan yang 

menerangkan hal tersebut pada PT. Tabaru life. Pada 

tahun 2016 penghasilan yang diterima Neneg sbb:



Your Logo

LANJUTKAN LATIHAN MINGGU LALU !

BULAN KOMISI AGEN (RP)

Januari Rp                 60.000.000 
Februari Rp                 85.000.000 
Maret Rp               100.000.000 
April Rp                 80.000.000 
Mei Rp               150.000.000 
Juni Rp               100.000.000 
Juli Rp               200.000.000 
Agustus Rp                 75.000.000 
September Rp                 95.000.000 
Oktober Rp               100.000.000 
Novenber Rp                 50.000.000 
Desember Rp               150.000.000 
Total Rp           1.245.000.000 



Your Logo

NENEG TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN NPWP

BULAN KOMISI AGEN (RP)

Januari Rp                 45.000.000 
Februari Rp                 45.000.000 
Maret Rp                 50.000.000 
April Rp                 52.000.000 
Mei Rp                 54.000.000 
Juni Rp                 50.000.000 
Juli Rp                 55.000.000 
Agustus Rp                 48.000.000 
September Rp                 50.000.000 
Oktober Rp                 52.000.000 
Novenber Rp                 55.000.000 
Desember Rp                 56.000.000 
Total Rp               612.000.000 
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NENEG TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN NPWP

BULAN
PENGHASILAN 

BRUTO 

50% X 
PENGHASILAN 

BRUTO 

PKP 
KOMULATIF 

TARIF 
TARIF 
NON 

NPWP 
PKP PPH 

Januari 45.000.000 22.500.000 22.500.000 5% 120% 22.500.000 1.350.000 

Februari 45.000.000 22.500.000 45.000.000 5% 120% 22.500.000 1.350.000 

Maret 50.000.000 25.000.000 70.000.000 5% 120% 5.000.000 300.000 

15% 120% 20.000.000 3.600.000 
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RUMUS EXCEL

A B C D E F G H

1 BULAN PENGHASILA
N BRUTO 

50% X 
PENGHASILAN 

BRUTO 

PKP 
KOMULATIF 

TARIF 
TARIF NON 

NPWP 
PKP PPH 

2 Januari 45.000.000 22.500.000 22.500.000 5% 120% 22.500.000 1.350.000 

3 Februari 45.000.000 22.500.000 45.000.000 5% 120% 22.500.000 1.350.000 

4 Maret 50.000.000 25.000.000 70.000.000 5% 120% 5.000.000 300.000 

5 15% 120% 20.000.000 3.600.000 

6

=50%*B

2
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RUMUS EXCEL

A B C D E F G H

1 BULAN PENGHASILA
N BRUTO 

50% X 
PENGHASILAN 

BRUTO 

PKP 
KOMULATIF 

TARIF 
TARIF NON 

NPWP 
PKP PPH 

2 Januari 45.000.000 22.500.000 22.500.000 5% 120% 22.500.000 1.350.000 

3 Februari 45.000.000 22.500.000 45.000.000 5% 120% 22.500.000 1.350.000 

4 Maret 50.000.000 25.000.000 70.000.000 5% 120% 5.000.000 300.000 

5 15% 120% 20.000.000 3.600.000 

6

=C2

=SUM(C2:C

3)

=SUM(C2:C

4)
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RUMUS EXCEL

A B C D E F G H

1 BULAN PENGHASILA
N BRUTO 

50% X 
PENGHASILAN 

BRUTO 

PKP 
KOMULATIF 

TARIF 
TARIF NON 

NPWP 
PKP PPH 

2 Januari 45.000.000 22.500.000 22.500.000 5% 120% 22.500.000 1.350.000 

3 Februari 45.000.000 22.500.000 45.000.000 5% 120% 22.500.000 1.350.000 

4 Maret 50.000.000 25.000.000 70.000.000 5% 120% 5.000.000 300.000 

5 15% 120% 20.000.000 3.600.000 

6

S / D 50 JT         = 5%

50 JT – 250 JT     = 

15%

250 JT – 500 JT  = 25%

> 500 JT                = 

30%



Your Logo

RUMUS EXCEL

A B C D E F G H

1 BULAN PENGHASILA
N BRUTO 

50% X 
PENGHASILAN 

BRUTO 

PKP 
KOMULATIF 

TARIF 
TARIF NON 

NPWP 
PKP PPH 

2 Januari 45.000.000 22.500.000 22.500.000 5% 120% 22.500.000 1.350.000 

3 Februari 45.000.000 22.500.000 45.000.000 5% 120% 22.500.000 1.350.000 

4 Maret 50.000.000 25.000.000 70.000.000 5% 120% 5.000.000 300.000 

5 15% 120% 20.000.000 3.600.000 

6

Tambahan tarif 

karena htidak dapat 

menunjukkan 

NPWP

(tarif flat)
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RUMUS EXCEL

A B C D E F G H

1 BULAN PENGHASILA
N BRUTO 

50% X 
PENGHASILAN 

BRUTO 

PKP 
KOMULATIF 

TARIF 
TARIF NON 

NPWP 
PKP PPH 

2 Januari 45.000.000 22.500.000 22.500.000 5% 120% 22.500.000 1.350.000 

3 Februari 45.000.000 22.500.000 45.000.000 5% 120% 22.500.000 1.350.000 

4 Maret 50.000.000 25.000.000 70.000.000 5% 120% 5.000.000 300.000 

5 15% 120% 20.000.000 3.600.000 

6

=C2

=C3
=50 JT –

D3

=D4 – 50 

JT
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KASUS 2

Berdasarkan contoh diatas, lanjutkan perhitungan sampai 
dengan bulan Desember

Kirim jawaban kasus 1 dan 2 ke alamat email:

dyahcahyasari@gmail.com

(deadline jum’at jam 20.00)

Kerjakan sendiri..No copas pasti ketahuan!

mailto:dyahcahyasari@gmail.com
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Perhitungan pph pasal 21 

hitungan 5B (BER NPWP)

DYAH CAHYASARI, SE, MM.
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Perbedaan hitungan 5 sbb:

5 a : Pegawai yang memiliki NPW / tdk ber NPWP 

yang hanya meperoleh satu sumber penghasilan 

dari hubungan kerja dengan pemotong pph pasal 21 

/ 26 

5b : Pegawai yang memiliki NPWP / tdk ber 

NPWP yang memperoleh sumber penghasilan lebih 

dari satu dari hubungan kerja dengam pemotong 

pph pasal 21 / 26

Rumus: PPh psl 21 = Tarif psl 17 x 

PKP

PKP      =

 50% x penghasilan bruto
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KASUS 1

dr. Abdul Ghopar, Sp. JP adalah seorang dokter 
spesialis jantung yang berpraktik di RS. Harapan 
Jnatung Sehat dengan perjanjian bahwa setiap jasa 
dokter yg dibayarkan oleh pasien dipotong 20% oleh 
pihak RS sedangkan 80% dari jasa dokter akan 
dibayarkan kepadanya setiap akhir bulan. Selain 
praktik di RS Harapan Jantung Sehat, beliau juga 
melakukan praktik sendiri di klinik pribadinya. Status 
beliau memiliki NPWP. Berikut jasa yang dibayarkan 
RS. Harapan Jantung Sehat:
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dr. Abdul Ghopar, Sp. JP ber NPWP
BULAN JASA DOKTER 

Januari Rp            45.000.000 

Februari Rp            49.000.000 

Maret Rp            47.000.000 

April Rp            40.000.000 

Mei Rp            44.000.000 

Juni Rp            52.000.000 

Juli Rp            40.000.000 

Agustus Rp            35.000.000 

September Rp            45.000.000 

Oktober Rp            44.000.000 

November Rp            43.000.000 

Desember Rp            40.000.000 

JUMLAH Rp          524.000.000 
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BULAN JASA DOKTER DDP PPH PSL 21
DPP PPH PSL 

21 
KOMULATIF

TARIF 
PSL 17 

AYAT (1) 
UU PPH

PKP
PPH PSL 21 
TERUTANG

Januari 45.000.000 22.500.000 22.500.000 5% 22.500.000 1.125.000 

Februari 49.000.000 24.500.000 47.000.000 5% 24.500.000 1.225.000 

Maret 47.000.000 23.500.000 70.500.000 5% 3.000.000 150.000 

15% 20.500.000 3.075.000 

April 40.000.000 20.000.000 90.500.000 15% 20.000.000 3.000.000 



Your Logo

RUMUS EXCEL

A B C D E F G

1 BULAN
PENGHASILAN 

BRUTO 

50% X 
PENGHASILAN 

BRUTO 

PKP 
KOMULATIF 

TARIF 
TARIF NON 

NPWP 
PKP

2 Januari 45.000.000 22.500.000 22.500.000 5% 22.500.000 1.125.000 

3 Februari 49.000.000 24.500.000 47.000.000 5% 24.500.000 1.225.000 

4 Maret 47.000.000 23.500.000 70.500.000 5% 3.000.000 150.000 

5 15% 20.500.000 3.075.000 

6 April 40.000.000 20.000.000 90.500.000 15% 20.000.000 3.000.000 

=50%*B

2
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RUMUS EXCEL

A B C D E F G

1 BULAN
PENGHASILAN 

BRUTO 

50% X 
PENGHASILAN 

BRUTO 

PKP 
KOMULATIF 

TARIF PKP PPH 

2 Januari 45.000.000 22.500.000 22.500.000 5% 22.500.000 1.125.000 

3 Februari 49.000.000 24.500.000 47.000.000 5% 24.500.000 1.225.000 

4 Maret 47.000.000 23.500.000 70.500.000 5% 3.000.000 150.000 

5 15% 20.500.000 3.075.000 

6 April 40.000.000 20.000.000 90.500.000 15% 20.000.000 3.000.000 

=C2

=SUM(C2:C

3)=SUM(C2:C

4)
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RUMUS EXCEL

A B C D E F G

1 BULAN
PENGHASILAN 

BRUTO 

50% X 
PENGHASILAN 

BRUTO 

PKP 
KOMULATIF 

TARIF PKP PPH 

2 Januari 45.000.000 22.500.000 22.500.000 5% 22.500.000 1.125.000 

3 Februari 49.000.000 24.500.000 47.000.000 5% 24.500.000 1.225.000 

4 Maret 47.000.000 23.500.000 70.500.000 5% 3.000.000 150.000 

5 15% 20.500.000 3.075.000 

6 April 40.000.000 20.000.000 90.500.000 15% 20.000.000 3.000.000 

S / D 50 JT         = 5%

50 JT – 250 JT     = 

15%

S50 JT – 500 JT  = 

25%

> 500 JT                = 

30%
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RUMUS EXCEL

A B C D E F G

1 BULAN
PENGHASILAN 

BRUTO 

50% X 
PENGHASILAN 

BRUTO 

PKP 
KOMULATIF 

TARIF PKP PPH 

2 Januari 45.000.000 22.500.000 22.500.000 5% 22.500.000 1.125.000 

3 Februari 49.000.000 24.500.000 47.000.000 5% 24.500.000 1.225.000 

4 Maret 47.000.000 23.500.000 70.500.000 5% 3.000.000 150.000 

5 15% 20.500.000 3.075.000 

6 April 40.000.000 20.000.000 90.500.000 15% 20.000.000 3.000.000 

=D2

=D23 – 

D2=50 JT –

D3

=D4 – 50 

JT

=D6 –D4
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RUMUS EXCEL

A B C D E F G

1 BULAN
PENGHASILAN 

BRUTO 

50% X 
PENGHASILAN 

BRUTO 

PKP 
KOMULATIF 

TARIF PKP PPH 

2 Januari 45.000.000 22.500.000 22.500.000 5% 22.500.000 1.125.000 

3 Februari 49.000.000 24.500.000 47.000.000 5% 24.500.000 1.225.000 

4 Maret 47.000.000 23.500.000 70.500.000 5% 3.000.000 150.000 

5 15% 20.500.000 3.075.000 

6 April 40.000.000 20.000.000 90.500.000 15% 20.000.000 3.000.000 

=E2 * F2
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Berdasarkan contoh diatas, lanjutkan perhitungan sampai 
dengan bulan Desember

Kirim jawaban kasus 1 dan 2 ke alamat email:

dyahcahyasari@gmail.com

(deadline SENIN jam 20.00)

Kerjakan sendiri..No copas pasti ketahuan!

mailto:dyahcahyasari@gmail.com
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Perhitungan pph pasal 21 

hitungan 5B (TIDAK BER-NPWP)

DYAH CAHYASARI, SE, MM.
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Perbedaan hitungan 5 sbb:

5 a : Pegawai yang memiliki NPW / tdk ber NPWP 

yang hanya meperoleh satu sumber penghasilan 

dari hubungan kerja dengan pemotong pph pasal 21 

/ 26 

5b : Pegawai yang memiliki NPWP / tdk ber 

NPWP yang memperoleh sumber penghasilan lebih 

dari satu dari hubungan kerja dengam pemotong 

pph pasal 21 / 26

Rumus: PPh psl 21 = Tarif psl 17 x 

PKP

PKP      =

 50% x penghasilan bruto
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KASUS 1

dr. Abdul Ghopar, Sp. JP adalah seorang dokter 
spesialis jantung yang berpraktik di RS. Harapan 
Jnatung Sehat dengan perjanjian bahwa setiap jasa 
dokter yg dibayarkan oleh pasien dipotong 20% oleh 
pihak RS sedangkan 80% dari jasa dokter akan 
dibayarkan kepadanya setiap akhir bulan. Selain 
praktik di RS Harapan Jantung Sehat, beliau juga 
melakukan praktik sendiri di klinik pribadinya. Status 
beliau TIDAK memiliki NPWP. Berikut jasa yang 
dibayarkan RS. Harapan Jantung Sehat:
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dr. Abdul Ghopar, Sp. JP TDK BER-NPWP
BULAN JASA DOKTER 

Januari Rp            45.000.000 

Februari Rp            49.000.000 

Maret Rp            47.000.000 

April Rp            40.000.000 

Mei Rp            44.000.000 

Juni Rp            52.000.000 

Juli Rp            40.000.000 

Agustus Rp            35.000.000 

September Rp            45.000.000 

Oktober Rp            44.000.000 

November Rp            43.000.000 

Desember Rp            40.000.000 

JUMLAH Rp          524.000.000 
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BULAN JASA DOKTER DDP PPH PSL 21
DPP PPH PSL 

21 KOMULATIF

TARIF PSL 
17 AYAT 
(1) UU 

PPH

TARIF 
TTDK
VER-

NPWP

PKP
PPH PSL 21 
TERUTANG

Januari 45.000.000 22.500.000 22.500.000 5% 120% 22.500.000 1.350.000 

Februari 49.000.000 24.500.000 47.000.000 5% 120% 24.500.000 1.470.000 

Maret 47.000.000 23.500.000 70.500.000 5% 120% 3.000.000 180.000 

15% 120% 20.500.000 3.690.000 

April 40.000.000 20.000.000 90.500.000 15% 120% 20.000.000 3.600.000 



Your Logo

RUMUS EXCEL

A B C D E F G H

1 BULAN PENGHASILAN 
BRUTO 

50% X 
PENGHASILAN 

BRUTO 

PKP 
KOMULATIF 

TARIF 
TARIF TDK 
BER NPWP

TARIF NON 
NPWP 

PKP

2 Januari 45.000.000 22.500.000 22.500.000 5% 120% 22.500.000 1.350.000 

3 Februari 49.000.000 24.500.000 47.000.000 5% 120% 24.500.000 1.470.000 

4 Maret 47.000.000 23.500.000 70.500.000 5% 120% 3.000.000 180.000 

5 15% 120% 20.500.000 3.690.000 

6 April 40.000.000 20.000.000 90.500.000 15% 120% 20.000.000 3.600.000 

=50%*B

2
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RUMUS EXCEL

A B C D E F G H

1 BULAN PENGHASILA
N BRUTO 

50% X 
PENGHASILAN 

BRUTO 

PKP 
KOMULATIF 

TARIF 
TARIF TIDAK 
BER- NPWP

PKP PPH 

2 Januari 45.000.000 22.500.000 22.500.000 5% 120% 22.500.000 1.350.000 

3 Februari 49.000.000 24.500.000 47.000.000 5% 120% 24.500.000 1.470.000 

4 Maret 47.000.000 23.500.000 70.500.000 5% 120% 3.000.000 180.000 

5 15% 120% 20.500.000 3.690.000 

6 April 40.000.000 20.000.000 90.500.000 15% 120% 20.000.000 3.600.000 

=C2

=SUM(C2:C

3)=SUM(C2:C

4)
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RUMUS EXCEL

A B C D E F G H

1 BULAN PENGHASILA
N BRUTO 

50% X 
PENGHASILAN 

BRUTO 

PKP 
KOMULATIF 

TARIF 

TARIF 
TIDK 
BER-

NPWP

PKP PPH 

2 Januari 45.000.000 22.500.000 22.500.000 5% 120% 22.500.000 1.350.000 

3 Februari 49.000.000 24.500.000 47.000.000 5% 120% 24.500.000 1.470.000 

4 Maret 47.000.000 23.500.000 70.500.000 5% 120% 3.000.000 180.000 

5 15% 120% 20.500.000 3.690.000 

6 April 40.000.000 20.000.000 90.500.000 15% 120% 20.000.000 3.600.000 

S / D 50 JT         = 5%

50 JT – 250 JT     = 

15%

S50 JT – 500 JT  = 

25%

> 500 JT                = 

30%
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RUMUS EXCEL

A B C D E F G H

1 BULAN PENGHASILA
N BRUTO 

50% X 
PENGHASILAN 

BRUTO 

PKP 
KOMULATIF 

TARIF 

TARIF 
TDK 
BER-

NPWP

PKP PPH 

2 Januari 45.000.000 22.500.000 22.500.000 5% 120% 22.500.000 1.350.000 

3 Februari 49.000.000 24.500.000 47.000.000 5% 120% 24.500.000 1.470.000 

4 Maret 47.000.000 23.500.000 70.500.000 5% 120% 3.000.000 180.000 

5 15% 120% 20.500.000 3.690.000 

6 April 40.000.000 20.000.000 90.500.000 15% 120% 20.000.000 3.600.000 

=D2

=D23 – 

D2=50 JT –

D3

=D4 – 50 

JT

=D6 –D4
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RUMUS EXCEL

A B C D E F G

1 BULAN PENGHASILA
N BRUTO 

50% X 
PENGHASILAN 

BRUTO 

PKP 
KOMULATIF 

TARIF 

TARIF 
TDK 
BER-

NPWP

PKP PPH 

2 Januari 45.000.000 22.500.000 22.500.000 5% 120% 22.500.000 1.350.000 

3 Februari 49.000.000 24.500.000 47.000.000 5% 120% 24.500.000 1.470.000 

4 Maret 47.000.000 23.500.000 70.500.000 5% 120% 3.000.000 180.000 

5 15% 120% 20.500.000 3.690.000 

6 April 40.000.000 20.000.000 90.500.000 15% 120% 20.000.000 3.600.000 

=E2 * F2



Your Logo

Berdasarkan contoh diatas, lanjutkan perhitungan sampai 
dengan bulan Desember

Kirim jawaban kasus 1 dan 2 ke alamat email:

dyahcahyasari@gmail.com

(deadline SENIN jam 20.00)

Kerjakan sendiri..No copas pasti ketahuan!

mailto:dyahcahyasari@gmail.com












Nama perusahaan : PT. Aku Bisa

NPWP : 012345200891385

Alamar : Jl. Pancoran Mas NO 1 Depok Jawa Barat 16550

Telp : (021) 730731

Adapun data karyawan sbb:

No Nama Alamat NPWP

1 Aldi Jl Cilandak KKO No.1 Jaksel 000000000000011

2 Irawan Jl. Mampang 3 Sawangan Depok 000000000000012

3 Enzelin Jl. Ciganjur No. 140 Jaksel -

4 Ika Jl. Sawangan permai 13 Depok 000000000000013

5 Budi Jl. Limo 8 Depok -

6 Gilang Jl. Bandung 70 Cinere Depok -

Adapun data karyawan tidak tetap sbb:

No Nama Alamat NPWP

1 Fitri Jl. Margonda Raya No. 30 Depok 000000000000014

2 Rosma Jl. Pancormas No 10 Depok -

3 Rudi Jl. Tanah Baru No 3 Depok Beji -

4 Daud Jl. Cinere Raya 33 Depok 000000000000015

Nama perusahaan : PT. TOMYON

NPWP : 012345200891385

Alamar : Jl. Pancoran Mas NO 1 Depok Jawa Barat 16554

Telp : (021) 730731

Adapun data karyawan sbb:

No Nama Alamat NPWP

1 Adam Jl Cilandak KKO No.1 Jaksel 000000000000021

2 Intan Jl. Mampang 3 Sawangan Depok

3 Evan Jl. Ciganjur No. 140 Jaksel 000000000000022

4 Fitri Jl. Sawangan permai 13 Depok 000000000000023

5 Ibrahim Jl. Limo 8 Depok -

6 Jabar Jl. Bandung 70 Cinere Depok 000000000000024

Adapun data karyawan tidak tetap sbb:

No Nama Alamat NPWP

1 Amelia Jl. Margonda Raya No. 30 Depok 000000000000025

2 Rudi Jl. Pancormas No 10 Depok -

3 Dini Jl. Tanah Baru No 3 Depok Beji -

4 Rina Jl. Cinere Raya 33 Depok 000000000000026
C47:D55

KASUS 2

KASUS 3



DITANYAKAN:

1. Masukkan data tersebut ke dalm form SSP!

2. Masukkan data tersebut ke dalam form SPT Masa!

3. Masukkan data tersebut ke dalam form daftar pemotong pajak PPh Pasal 21!



Jabatan Status Gaji Perbulan

Direktur k/2 30.000.000

Manager TK 15.000.000

Supervisor K 10.000.000

Marketing K 7.500.000

Staff K/3 4.000.000

OB TK 3.500.000

Jabatan Status Gaji Perbulan

Ptgs. Dinas Luar K 17.500.000

Ptgs. Dinas Luar TK 10.000.000

Ptgs. Dinas Luar K/3 5.000.000

Ptgs. Dinas Luar K1 8.000.000

Jabatan Status Gaji Perbulan

Direktur k/5 50.000.000

Manager k/1 205.000.000

Supervisor K 13.000.000

Marketing K/4 8.500.000

Staff k 5.000.000

OB TK 3.800.000

Jabatan Status Gaji Perbulan

Ptgs. Dinas Luar TK 20.000.000

Ptgs. Dinas Luar K/2 15.000.000

Ptgs. Dinas Luar K/3 5.000.000

Ptgs. Dinas Luar K1 8.000.000

KASUS 2

KASUS 3





Keterangan

Suami tdk kerja

Suami bekerja

Keterangan

1 tempat kerja, suami bekerja

2 tempat kerja

1 tempat kerja, tdk dapat menunjukkan NPWP

1 tempat kerja

Keterangan

Suami tdk kerja

Suami bekerja

Keterangan

2 tempat kerja

2 tempat kerja

1 tempat kerja, suami kerja, tdk dapat menunjukkan NPWP

1 tempat kerja, suami kerja

KASUS 2

KASUS 3



  
 

 

 

 

CONTOH KASUS DAN PEMBAHASAN 

PPH PASAL 21 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

CONTOH KASUS DAN PEMBAHASAN 
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CONTOH KASUS DAN PEMBAHASAN 

PPH PASAL 24 
 

 



 



 



 



 



 



 

 

 



 


